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Fantari, B 111 12 268, dengan judul “Perlindungan Asuransi 
Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Go-Jek” di bawah bimbingan 
Anwar  Borahima selaku pembimbing I dan Badriyah Rifai selaku 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 
perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna jasa Go-
Ride Go-Jek dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Go-Ride 
Go-Jek sebagai moda transportasi umum apabila ditinjau dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hokum normatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak 
terkait. Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara kualitatif, 
yaitu mengemukakan masalah, menggunakan pendapat dan 
memecahkan permasalahan dari aspek hukumnya. Kemudian akan 
disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan 
menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. 
 
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan asuransi 
kecelakaan yang diberikan oleh Go-Jek kepada pengguna jasanya dalam 
hal pengangkutan orang (Go-Ride) adalah masih sangat minim, karena 
kebijakan yang ditempuh oleh PT. Go-jek Indonesia yang bersifat 
membatasi tanggung jawabnya selaku penyedia jasa. Apabila ditinjau dari 
segi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
maupun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 menunjukkan bahwa sepeda 
motor tidak diakui sebagai angkutan kendaraan umum, dengan demikian 
Go-Ride yang menggunakan moda transportasi sepeda motor dalam 
menjalankan kegiatan pengangkutan orang bertentangan dan dilarang 
dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
maupun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016. 
 
















Fantari, B 111 12 268,  entitled “Accident Insurance Protection Against 
Go-Jek Service Customer” under the guidance of Anwar Borahima as 
First Preceptor and BadriyahRifai as Second Preceptor. 
 
The aims of this study was to identify and analyze the accident 
insurance protection against any Go-RideGojek customer and also was to 
identify and analyze position Go-Ride Go-Jek as mode of public 
transportation if view from rule of laws applied in Indonesia.  
 
Type of this research is normative law research. Data collected 
technique by interview with the parties concerned. Data was collected will 
analyze qualitatively, that suggests a problem, and solve problems using 
the opinion of its legal aspects. At least, will be presented descriptively that 
explain, describe, and illustrate in accordance with the problems closely 
related with this research. 
 
The research was found that the accident insurance protection 
provided by Go-Jek to users of its services in terms of transporting people 
(Go-Ride) is still very low, due to the policies adopted by PT. Go-jack 
Indonesia limiting its responsibility as a service provider. When assessed 
from Act No. 22 of 2009 about Road Traffic and Road Transport and 
Permenhub No. 32 of 2016show that motorcycles are not recognized as a 
transit public transport, thereby Go-Ride uses transportation modes 
motorcycle in running the transport of contradictory and banned in Law 
Number 22 Year 2009 about Traffic and Road Transportation and 
Permenhub Number 32 of 2016.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan zaman yang telah memasuki era globalisasi, 
kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai di berbagai bidang 
kehidupan manusia. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam 
kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di Indonesia namun secara 
global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang semakin 
menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia, disamping kebutuhan 
akan sandang dan pangan.  
Salah satu kebutuhan manusia yang telah menjadi prioritas utama 
pada era globalisasi ini adalah kebutuhan akan ponsel genggam. Ponsel 
genggam yang dimaksud adalah ponsel yang dikenal dengan sebutan 
ponsel pintar (smart phone) berbasis android maupun ios, dimana ponsel 
berbasis android dan ios ini telah merajai pasar teknologi dunia 
berdasarkan kecanggihan dan fitur-fitur yang ditawarkan dengan berbagai 
pilihan kostumisasi yang tak berujung, antara lain seperti chatting dan 
telepon gratis, video call, game, dan lain sebagainya, dimana para 
pengguna hanya perlu mengunduh aplikasinya tanpa mengeluarkan biaya 
apapun.1 Tak jarang orang yang tidak menggunakan ponsel genggam 
dewasa ini walaupun harga yang dibandrol lumayan cukup tinggi. 
                                                          
1 http://www.tonfeb.com/2015/02/kelebihan-smartphone.html diakses tanggal 1-6-2016. 
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Kecanggihan akan aplikasi berbasis android maupun ios juga 
tengah banyak dimanfaatkan oleh individu-individu yang baru ingin 
merintis sebuah bisnis, ataupun bagi pelaku usaha sebagai upaya dalam 
meningkatkan penghasilannya disamping memberikan kemudahan bagi 
setiap orang, antara lain dapat dilihat dengan semakin banyaknya aplikasi 
travel online, aplikasi penjualan pakaian, dan lain sebagainya, dimana 
kesemuanya dapat diunduh melalui google play maupun app store yang 
merupakan penyedia fitur aplikasi pada setiap smartphone android 
maupun ios.  
Salah satu bentuk aplikasi yang berhasil dirancang dan telah 
memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Indonesia 
adalah aplikasi yang menawarkan layanan jasa transportasi dengan 
sepeda motor (ojek) yang disebut dengan “Go-Jek”. PT. Gojek Indonesia 
didefenisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi 
industri transportasi ojek.2 
Go-Jek dan ojek pada umunya mempunyai persamaan yang 
mendasar, yakni, apabila ditinjau dari jenis alat angkut yang digunakan, 
keduanya menggunakan sepeda motor. Sedangkan perbedaannya, yaitu 
terletak dari proses pemesanan, dimana untuk pemesanan Go-Jek, setiap 
pengguna jasanya hanya dapat melakukan pemesanan melalui 
smartphone android maupun ios dan secara otomatis Go-Jek langsung 
menetukan tarif yang dihitung berdasarkan jarak ke tempat tujuan, 
                                                          
2 http://id.wikipedia.org/wiki/GO-JEK diakses tanggal 2-5-2016. 
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sehingga tidak lagi ada tawar menawar harga seperti halnya yang 
dilakukan dengan tukang ojek konvensional. Adapun layanan yang 
diberikan oleh Go-Jek diantaranya : layanan pengiriman barang, layanan 
angkutan barang, layanan pesan antar makanan, dan layanan pesan 
antar barang belanjaan. 3 
Memasuki bulan Oktober 2015, PT. Go-Jek Indonesia kembali 
meluncurkan beberapa layanan baru diantaranya Go Glam, Go-Clean, 
Go-Massage, serta Go-Box. Bersamaan dengan peluncuran layanan baru 
tersebut, ketiga layanan yang sudah ada sebelumnya yakni, Instant 
Courier berubah nama menjadi Go-Send, Transport berubah nama 
menjadi Go-Ride, serta Shopping berubah nama menjadi Go-Mart.4 
Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru 
yang bersifat multi-kreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi 
perkembangan transportasi nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan 
lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, 
dengan hadirnya Go-Jek telah memberikan kemudahan bagi masyarakat 
dalam kegiatan transportasi di tengah keadaan perkotaan yang dewasa ini 
sering mengalami kemacetan.  
Akan tetapi, dibalik kemudahan yang diberikan, kehadiran Go-Jek 
menuai kontra dari berbagi pihak, khususnya dari Kementrian 
Perhubungan (Kemenhub). Gojek dianggap membahayakan 
pelanggannya dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 
                                                          




Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya 
disingkat UU LLAJ). 
Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ, kendaraan bermotor 
dikelompokkan berdasarkan jenis sepeda motor, mobil penumpang, mobil 
bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Selanjutnya, pada ayat (3) 
dijelaskan bahwa kendaraan bermotor seperti mobil penumpang, mobil 
bus, dan mobil barang dikelompokkan berdasarkan fungsi kendaraan 
bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Selanjutnya, 
Pasal 138 ayat (3) UULAJ berbunyi “angkutan umum orang/barang hanya 
dapat dilakukan dengan kendaran bermotor umum”. 
Dari rumusan ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa sepeda 
motor tidak hanya dapat difungsikan sebagai angkutan umum. Adanya 
aturan yang tidak memasukkan sepeda motor dalam kategori angkutan 
umum karena sepeda motor dipandang tidak memiliki aspek keselamatan.  
Pasal 239 UU LLAJ menjelaskan bahwa pemerintah 
mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan 
pengangkutan jalan, dan untuk tujuan tersebut, pemerintah membentuk 
perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk 
Perusahaan Umum Asuransi Kerugian ‘Jasa Raharja’ Menjadi 
Perusahaan Perseroan (Persero), perusahaan asuransi kecelakaan lalu 
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lintas dan pengangkutan jalan yang dimaksud oleh Pasal 239 UU LLAJ 
adalah PT. Jasa Raharja (Persero). 
Namun, karena sepeda motor tidak termasuk moda transportasi 
angkutan umum sebagaimana diatur dalam UU LLAJ, maka pengguna 
jasa Go-Ride Go-Jek tidak termasuk dalam tanggungan asuransi Jasa 
Raharja apabila terjadi kecelakaan di jalan. Penumpang Go-Ride Go-Jek 
tidak dapat mengajukan klaim asuransi kepada PT. Jasa Raharja apabila 
mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia.5 
Dengan tidak adanya jaminan keselamatan terhadap para 
pengguna jasanya, PT. Gojek Indonesia juga dianggap telah melanggar 
ketentuan Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen yang berbunyi :”konsumen berhak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa”. 
Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya PT. Gojek Indonesia 
telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dengan 
menghadirkan asuransi perlindungan kepada para pengguna jasanya, 
yakni berupa asuransi jiwa yang diberikan kepada pengguna jasa Go-Jek 
khususnya penumpang Go-Jek via smartphone dengan sistem operasi 
android dan ios. 
Semua pengguna jasa transportasi melalui Go-Jek atau lebih 
dikenal dengan sebutan Go-Ride diberikan perlindungan asuransi untuk 
                                                          
5 Hendra Kusuma, Hasil Wawancara dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko 
Susanto http://economy,okezone.com.read/2015/10/26/320 /1238234/korban-
kecelakaan-ojek-online-tidak-ditangging-jasa-raharja diakses tanggal 21-7-2016. 
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setiap kerugian yang timbul karena disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas 
yang timbul saat menggunakan layanan Go-Jek, dengan maksud untuk 
memberikan rasa aman bagi pengguna jasa Go-Jek itu sendiri. Adapun 
jumlah santunan yang diberikan adalah sampai dengan Rp. 10.000.000,- 
dan untuk biaya rumah sakit sampai dengan Rp. 5.000.000,-. 
Santunan musibah kecelakaan dan untuk biaya rumah sakit 
diselenggarakan secara mandiri oleh PT. Gojek Indonesia. Jika mengacu 
pada ketentuan Pasal 239 UU LLAJ, program asuransi kecelakaan lalu 
lintas dan pengangkutan jalan seharusnya dilakukan melalui keikutsertaan 
pada program asuransi PT. Jasa Raharja. Perusahaan transportasi online, 
khususnya Go-Jek boleh menyelenggarakan asransi secara mandiri 
dengan syarat tetap mengikutsertakan pelanggannya dalam program 
asuransi PT. Jasa Raharja (Persero).6 
Tidak diikutsertakannya pengguna jasa Go-Jek dalam asuransi 
Jasa Raharja disebabkan ketidakjelasan jenis usaha Go-Jek, apakah 
sebuah perusahaan transportasi, ataukah hanya perusahaan berbasis 
teknologi. Jika Go-Jek merupakan sebuah perusahaan transportasi, maka 
Go-Jek diminta untuk menaati peraturan yang berlaku.7 Ketidakjelasan 
tersebut berdampak pada minimnya perlindungan serta jaminan 
keselamatan terhadap pengguna jasa/konsumen Go-Jek khususnya Go-
Ride ketika mengalami kecelakaan lalu lintas ataupun meninggal dunia 
pada saat menggunakan jasa Go-Jek. 
                                                          
6 Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online, Sinar Grafika, 
Jakarta, hal. 90. 
7 Hendra Kusuma, Op.Cit. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 
dan menganalisis lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan mengangkat 
judul “Perlindungan Asuransi Kecelakaan Terhadap Pengguna Jasa Go-
Jek”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah kedudukan hukum Go-ride Go-Jek sebagai moda 
transportasi angkutan umum apabila ditinjau dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ? 
2. Bagaimanakah perlindungan asuransi kecelakaan terhadap setiap 
pengguna jasa Go-Ride Go-Jek ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Go-Ride Go-
Jek sebagai moda transportasi umum apabila ditinjau dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan asuransi 









D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
manfaat bagi pihak-pihak terkait, yakni : 
1. Memberikan gambaran deskriptif kualitatif terhadap perlindungan 
asuransi kecelakaan terhadap setiap pengguna jasa Go-Ride Go-Jek. 
2. Menjelaskan secara komprehensif mengenai kedudukan Go-Ride Go-
Jek sebagai moda transportasi angkutan umum apabila ditinjau dari 




















A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi 
1. Dasar Hukum asuransi  
Manusia yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya 
memerlukan perangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan 
kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai 
keteraturan tersebut. Patokan-patokan untuk berperilaku negara tersebut 
kemudian dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.8 Norma atau 
kaidah-kaidah tersebut kemudian dirumuskan oleh penguasa negara 
secara tertulis dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. 
Tujuannya adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
dengan menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam masyarakat.9 
Dalam hukum asuransi, terdapat sekelompok peraturan yang 
menjadi dasar dalam pelaksanaan usaha perasuransian. Adapun 
peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum perasuransian di 
Indonesia adalah sebagai berikut :  
a. Pasal 246-308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH 
Dagang). 
                                                          
8 Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo, 1999. Mengenal Hukum, Suatu 
Pengantar. Liberty. Yogyakarta. Hal 74-75. 
9 http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html 
diakses tanggal 2-6-2016. 
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b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha 
Perasuransian. 
c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 Tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 
d. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 
e. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 
f. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. 
 
2. Pengertian Asuransi  
 Asuransi dalam bahasa Belanda disebut verzekering yang berarti 
pertanggungan.10 Asuransi berasal dari Bahasa Inggris “assure” yang 
berarti menanggung dan “assurance” yang berarti tanggungan.11 
Pasal 246 KUHD menentukan bahwa : 
Asuransi merupakan suatu perjanjian dimana seorang penanggung 
mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima 
suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung 
karena suatu kerugian, kerusakan,  atau kehilangan keuntungan 
yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu 
peristiwa yang tidak tentu. 
                                                          
10 Dzulkifli Umar dan Jimmy. 2012. Kamus Hukum. Grahamedia Press. Surabaya. Hal 72. 
11 I.P.M. Ranuhandoko. 2006. Terminologi Hukum: Inggris-Indonesia. Sinar Grafika. 
Jakarta. Hal 75. 
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Berdasarkan rumusan pasal tersebut, pertanggungan adalah suatu 
perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikat 
dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari karena 
kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang kemungkinan akan 
diderita karena suatu kejadian yang tidak pasti.12 
Secara redaksional dan dalam pengertian umum hukum asuransi, 
Pasal 246 KUHD hanya tepat untuk jenis asuransi kerugian, tidak untuk 
asuransi jiwa atau asuransi sejumlah uang. 
Selanjutnya, Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang 
Usaha Perasuransian menentukan :  
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak 
atau lebih, dengan mana pihak Penanggung mengikatkan diri 
kepada Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk 
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau 
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan 
diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak 
pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan 
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. 
 
Pada hakikatnya asuransi adalah suatu perjanjian antara nasabah 
asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) 
mengenai pengalihan risiko dari nasabah kepada perusahaan asuransi.13 
 
 
                                                          
12 Sri Rejeki Hartono, 1985. Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia, IKIP Semarang 
Press, Semarang. Hal.15. 
13 http://balianzahab.wordpress.com/hukum-asuransi/ diakses tanggal 2-6-2016. 
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C.Arthur William Jr. dan Richard M. Heins mendefinisikan asuransi 
berdasarkan dua sudut pandang, yaitu:14 
a. Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian finansial yang 
dilakukan oleh seorang penanggung 
b. Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang 
atau badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian 
finansial. 
Berdasarkan beberapa pemaparan pengertian tentang asuransi di 
atas dapat ditarik unsur-unsur yang terdapat dalam suatu asuransi, 
sebagai berikut:15 
a. Adanya pihak tertanggung (pihak yang kepentingannya 
diasuransikan). 
b. Adanya pihak penanggung (pihak perusahaan asuransi yang 
menjaminkan akan membayar ganti rugi). 
c. Adanya kontrak asuransi (antara penanggung dan tertanggung). 
d. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan (yang diderita oleh 
tertanggung). 
e. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi (evenemen). 
f. Adanya uang premi yang di bayar oleh penanggung kepada 
tertanggung (fakultatif). 
g. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian 
karena peristiwa yang tak tertentu. 
                                                          
14 Ibid.  
15Munir Fuady, 2008. Pengantar Hukum Bisnis (Menata Bisnis Modern di Era Global). PT. 
Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 249. 
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3. Syarat dan Asas-Asas Asuransi 
a. Syarat-Syarat Asuransi 
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Usaha Perasuransian, bahwa 
usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang 
berbentuk : 
1) Perusahaan Perseroan (Persero), 
2) Koperasi, 
3) Perseroan Terbatas, 
4) Usaha Bersama (Mutual). 
Asuransi terjadi berdasarkan suatu perjanjian. Sebagaimana 
menurut ketentuan hukum perdata, maka sahnya suatu perjanjian, 
termasuk perjanjian asuransi, antara lain ditentukan oleh sudah 
terpenuhinya persyaratan tentang sahnya suatu kontrak sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan kehendak 
(consensus), kewenangan (authority), objek tertentu (fixed object), dan 
kuasa yang halal.  
Syarat-syarat sahnya perjanjian asuransi adalah sebagai berikut: 
1) Adanya kesepakatan kehendak (consensus) 
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian 
asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:16 
a) Benda yang menjadi objek asuransi. 
b) Pengalihan risiko oleh pembayaran premi. 
                                                          
16 Abdulkadir Muhammad, 2015. Hukum Asuransi Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung. Hal. 51. 
14 
 
c) Evenemen dan ganti kerugian. 
d) Syarat-syarat khusus asuransi. 
e) Dibuat secara tertulis yang disebut polis. 
Berdasarkan Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD, pengadaan 
perjanjian antara tertanggung dan penanggung dapat dilakukan secara 
langsung atau secara tidak langsung. Dilakukan secara langsung 
artinya kedua belah pihak mengadakan perjanjian asuransi tanpa 
melalui perantara. Dilakukan secara tidak langsung artinya kedua 
belah pihak mengadakan perjanjian asuransi melalui jasa perantara. 
2) Kewenangan (authority) 
Kedua pihak, tertanggung dan penanggung memiliki 
kewenangan untuk melakukan perbuatan yang diakui oleh undang-
undang. Kewenangan berbuat terdiri atas kewenangan yang bersifat 
subjektif dan ada yang bersifat objektif.17 
Kewenangan subjektif artinya kedua pihak telah dewasa, sehat 
ingatan, tidak berada dibawah perwalian (trusteeship), dan pemegang 
kuasa yang sah.18 Kewenangan objektif artinya tertanggung 
mempunyai hubungan sah dengan objek asuransi karena benda 
tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.19  
Sedangkan penanggung adalah pihak yang sah mewakili 
Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. 
Apabila asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga 
                                                          
17 Subekti, 2002. Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. Hal. 20. 
18 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal.52. 
19 Ibid. Hal. 53. 
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maka tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa 
atau pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan. 
3) Objek Tertentu (fixed object) 
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah hak objek yang 
diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang 
melekat pada harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada 
harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.20 
Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang 
melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian kerugian 
asuransi. Sedangkan objek tertentu berupa jiwa atau raga terdapat 
pada perjanjian asuransi jiwa. Pengertian objek tertentu adalah bahwa 
identitas objek asuransi tersebut harus jelas. Apabila berupa harta 
kekayaan, harus jelas harta kekayaan apa, berupa jumlah dan 
ukurannya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berupa 
nilainya, dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, harus jelas 
atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, 
dimana alamatnya, dan sebagainya. 
4) Kausa yang halal 
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi tidak 
dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.21 
                                                          
20 Ibid.  
21 Mariam Darus Badrulzaman, 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. PT Citra Aditya Bakti, 
Jakarta. Hal. 81. 
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Berdasarkan kausa halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh 
tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek 
asuransi diimbangi dengan pembayaran premi.22 Jadi, kedua belah 
pihak berprestasi, tertanggung membayar premi dan penanggung 
menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, 
maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, maka risiko tidak beralih. 
Selain 4 (empat) syarat-syarat sah di atas, Abdulkadir 
Muhammad juga menambahkan suatu syarat suatu kontrak 
(perjanjian), yakni adanya pemberitahuan (notification). Pemberitahuan 
(notification) dimasukkan sebagai syarat dengan melihat ketentuan 
Pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan (notification), yakni 
tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai 
keadaan objek asuransi. Maksudnya sebagai syarat terjadinya 
perjanjian antara kedua belah pihak, maka harus adanya 
pemberitahuan keadaan objek secara jelas. Apabila lalai maka 
pertanggungan menjadi batal demi hukum.23 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
dapat menyimpulkan bahwa, dikarenakakan asuransi terjadi 
berdasarkan suatu perjanjian, maka menimbulkan suatu kewajiban 
bagi penanggung maupun tertanggung untuk menaati ketentuan Pasal 
1320 KUHPerdata agar perjanjian asuransi yang dibuat menjadi sah. 
                                                          
22Abdulkadir Muhammad. Op.cit. Hal. 54. 
23 Ibid, Hal. 55. 
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Di samping itu, tertanggung juga harus melihat adanya syarat 
pemberitahuan, dimana  tertanggung wajib memberitahukan kepada 
penanggung mengenai keadaan objek asuransi yang sejelas-jelasnya. 
 
b. Asas-Asas Asuransi 
Dalam usaha perasuransian, baik asuransi kerugian maupun 
asuransi jiwa memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh 
penyelenggaraan kegiatan perasuransian di manapun berada.  
Asas-asas hukum asuransi atau yang disebut juga sebagai prinsip-
prinsip dasar asuransi adalah norma-norma hukum atau ketentuan-
ketentuan hukum perasuransian yang menjadi dasar dan jiwa-jiwa 
peraturan-peraturan/ketentuan hukum perasuransian. Asas-asas asuransi 
(the principles of insurance) adalah sebagai berikut :24 
1) Prinsip kepentingan yang diasuransikan (Insurable Interrest) 
Prinsip ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat 
dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah 
merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable 
interest), yakni kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat 
diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-
undang (berdasarkan Pasal 268 KUHD).25 Sesuai dengan hukum yang 
                                                          
24 Nanda Indrawati, 2014. Jurnal: Penerapan Asas keadilan Dalam Polis Asuransi 
kendaraan Bermotor dan Perlindungan Konsumen PT. Asuransi Wahana Tata, 
Universitas Atmajaya Yogyakarta, Hal. 6. 
25 Man Suparman Sastrawidjaja. Op.Cit, Hal.49. 
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berlaku, maka kepentingan tersebut pada prinsipnya harus sudah ada 
pada saat kontrak asuransi ditandatangani. 
2) Itikad baik (Good Faith) 
Prinsip ini mengatakan bahwa pihak tertanggung haruslah terbuka 
penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal yang penting 
yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut.26 Jika ada 
informasi yang tidak terbuka atau tidak benar padahal informasi begitu 
penting, sehingga seandainya perusahaan asuransi mengetahui 
sebelumnya, dia tidak akan mau menjaminnya, meskipun tertanggung 
dalam keadaan itikad bak, membawa akibat terhadap batalnya kontrak 
asuransi tersebut (sesuai dengan ketentuan dalam KUHDagang). 
3) Indemnitas (Principle of Indemnity) 
Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang cukup penting dalam 
asuransi ganti kerugian. Adanya prinsip ini menjadi pembeda antara 
asuransi dengan perjudian. Yang dimaksudkan dengan indemnitas 
adalah jumlah ganti rugi sama dengan jumlah kerugian yang diderita.27 
Asas keseimbangan merupakan asas penting karena risiko yang 
dialihkan kepada penanggung diimbangi dengan jumlah premi yang 
dibayar oleh tertanggung. 
4) Asas Subrogasi 
Prinsip subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD adalah 
suatu prinsip yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip 
                                                          
26 Munir Fuady, Op.Cit. Hal. 257. 
27 Sentosa Sembiring, 2014. Hukum Asuransi. Nuansa Aulia, Bandung, Hal. 42. 
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indemnitas. Mengingat tujuan perjanjian asuransi adalah untuk 
memberi ganti kerugian, maka tidak adil apabila tertanggung karena 
suatu peristiwa yang tidak diharapkan menjadi diuntungkan. Dalam 
hukum asuransi, apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti 
kerugian dari penanggung, dia tidak boleh lagi mendaptkan hak dari 
pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu. Hak terhadap pihak 
ketiga itu beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti 
kerugian kepada tertanggung. 28 
Selain prinsip-prinsip yang umum berlaku untuk suatu perjanjian 
asuransi, maka Munir Fuady juga menambahkan 2 (dua) prinsip dalam 
asuransi, yakni : 
1) Subrogasi untuk kepentingan penanggung 
Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apapun 
terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh ganti rugi 
dari pihak ketiga, maka prinsipnya tertanggung tidak boleh mendapat 
ganti rugi 2 (dua) kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga menjadi 
hak penanggung (perusahaan asuransi).29 
2) Perjanjian bersyarat 
Perjanjian bersyarat seperti perjanjian asuransi disebut dengan 
perjanjian dengan syarat tangguh. Artinya, suatu syarat bahwa jika 
nantinya terjadi suatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka 
sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi, 
                                                          
28 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit. Hal. 129. 
29 Munir Fuady, Op.Cit. Hal. 258. 
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jika peristiwa tersebut tidak terjadi, maka ganti rugi tersebut tidak 
diberikan atau prestasi pihak penanggung sama sekali tidak perlu 
direalisasi.30 
4. Fungsi dan Tujuan Asuransi 
Menurut Sri Rejeki Hartono, asuransi atau pertanggungan adalah 
suatu guna menanggulangi adanya risiko.31 Apabila ditinjau dari sudut 
pandang ekonomi,  asuransi merupakan suatu lembaga keuangan, sebab 
melalui asuransi dapat dihimpun dana yang dapat digunakan untuk 
membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat yang 
berpartisipasi dalam bisnis asuransi, karena sesungguhnya asuransi 
bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian 
seseorang yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga 
sebelumnya.32 
Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa tujuan asuransi adalah 
sebagai berikut :33 
a. Pengalihan Risiko  
Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta 
kekayaan miliknya dan terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut 
menimpa harta kekayaan atau jiwanya, dia akan menderita kerugian 
material atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi 
kerugian material atau korban jiwa atau cacat raganya akan 
                                                          
30 Ibid. 
31 Sri Rejeki Hartono. 1995. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Sinar Grafika. 
Jakarta. Hal 13. 
32 Radiks Purba. 1992. Memahami Asuransi di Indonesia, PPM, Jakarta, Hal 40.  
33 Abdulkadir Muhammad. Op Cit. Hal 12. 
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mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. 
Asuransi sebagai alat pengalihan risiko artinya asuransi dapat dipakai 
sebagai salah satu wahana unik mengadakan pengalihan risiko, 
dimana risiko pihak yag satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain 
(penanggung) yang peralihannya dilakukan dengan suatu perjanjian.34 
b. Pembayaran Ganti Kerugian  
Jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang 
menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian) dikemudian 
hari, maka kepada tertanggung yang bersangkutan akan dibayarkan 
ganti kerugian.35 
c. Pembayaran Santunan 
Asuransi bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman 
bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh, 
dengan membayar sejumlah kontribusi (premi), tertanggung berhak 
memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang 
membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu 
hukum tertentu yang ditetapkan undang-undang, misalnya hubungan 
kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat 
musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan 
berlangsung. Mereka (ahli warisnya) akan memperoleh pembayaran 
santunan dari penanggung (BUMN) yang jumlahnya telah ditetapkan 
oleh undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan 
                                                          
34 Ibid.  
35 Sentosa Sembiring.Op. Cit. Hal. 13. 
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masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan 
sejumlah uang. 
d. Kesejahtraan Anggota 
Apabila beberapa orang berhimpun dalam suatu perkumpulan dan 
membayar kontribusi (iuran) kepada perkumpulan, maka perkumpulan 
itu berkedudukan sebagai penanggung. Jika terjadi peristiwa yang 
mengakibatkan kerugian atau kematian bagi anggota (tertanggung), 
perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota 
(tertanggung) yang bersangkutan. Setelah ditelaah dengan seksama, 
asuransi saling menanggung tidak dapat digolongkan ke dalam 
asuransi murni, melainkan hanya mempunyai unsur-unsur yang mirip 
dengan asuransi kerugian atau asuransi sejumlah uang.36 
Selain itu, dewasa ini, fungsi asuransi tidak lagi semata-mata 
sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek 
asuransi, melainkan juga sebagai sara investasi khususnya untuk asuransi 
sejumlah uang.37 
5. Polis Asuransi  
Berdasarkan Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa “suatu 
perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang 
dinamakan polis”. Berdasarkan penafsiran Pasal 257 dan Pasal 258 
                                                          
36 Ibid. Hal 15. 
37 Soeisno Djojoseodarso. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi. Edisi Revisi. 
Salemba Empat, Jakarta, Hal 89. 
23 
 
KUHD, polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, 
tetapi hanya merupakan alat bukti saja.38 
Polis asuransi merupakan isi dari perjanjian asuransi. Di dalamya 
terperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung. 
Syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang 
diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak 
tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.39 
Secara teoritis, polis asuransi merupakan kontrak yang berbeda 
dari kontrak biasa, pada kontrak biasa diperlukan tanda tangan dari pihak 
yang melakukan kontrak. Tetapi, pada kontrak asuransi, offer (penawaran) 
dari perusahaan asuransi adalah surat penawaran (quotation atau 
insurname proposal) yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan 
polis, sedangkan acceptance (tanda terima) dari tertanggung adalah 
persetujuan proposal, perintah penerbitan polis dan pembayaran premi.40 
Adapun isi polis tercantum dalam Pasal 256 KUHD (kecuali 
asuransi jiwa) : 
a. Hari pembuatan perjanjian asuransi. 
b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga. 
c. Uraian yang jelas mengenai objek asuransi. 
d. Jumlah yang dipertanggungkan. 
e. Bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. 
                                                          
38 Man Suparman Sastrawidjaja, Op.Cit. Hal. 144. 
39 Munir Fuady, Op.Cit. Hal. 259. 
40 Chairul Huda dan Lukman Hakim, 2006. Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi. 
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta. Hal 32.  
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f. Saat bahaya mulai berjalan dan berakhir menjadi tanggungan 
penanggung. 
g. Premi asuransi. 
h. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan 
segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. 
Dalam polis juga harus dicantumkan isi polis dari berbagai asuransi 
yang diadakan lebih dahulu (sebelumnya), dengan ancaman batal jika 
tidak dicantumkan (Pasal 271, 272,280, 603, 606, 615 KUHD). 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, asuransi jiwa harus 
diadakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut polis. Menurut 
ketentuan Pasal 304 KUHD, polis asuransi jiwa memuat : 
a. Hari diadakan asuransi 
b. Nama tertanggung 
c. Nama orang yang jiwanya diasuransikan 
d. Saat mulai dan berakhirnya evenemen 
e. Jumlah asuransi 
f. Premi asuransi. 
Akan tetapi, mengenai rancangan jumlah dan penentuan syarat-
syarat asuransi sama sekali bergantung pada persetujuan antara kedua 
pihak (Pasal 305 KUHD). 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
berpendapat bahwa polis asuransi merupakan alat bukti yang 
menunjukkan adanya perjanjian asuransi yang diadakan oleh para pihak, 
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yang memuat segala hak dan kewajiban dari pihak tertanggung dan 
penanggung, objek yang diasuransikan,  dan lain sebagainya, dimana 
polis asuransi pada umumnya berisikan perjanjian baku yang telah dibuat 
secara sepihak oleh pihak penanggung, dalam hal ini perusahaan 
asuransi. 
 
6. Jenis-Jenis Asuransi 
Perusahaan asuransi membuat kebijakan pengelompokan asuransi 
sesuai dengan fokus dan resiko untuk mereka. Hal ini memberikan ukuran 
keseragaman dalam risiko yang ditutupi oleh jenis kebijakan, yang pada 
gilirannya memungkinkan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi 
potensi kerugian dan menetapkan premi yang sesuai. Bentuk yang paling 
umum dari kebijakan jenis-jenis asuransi yaitu : 
1. Asuransi Jiwa 
Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku I Bab X Pasal 302-
Pasal 308 KUHD. Menurut Purwosutjito asuransi jiwa adalah 
perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi dengan 
penanggung, dengan mana penutup (pengambil) asuransi 
mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang 
premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat 
langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan 
atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, 
mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada 
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orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil) asuransi sebagai 
penikmatnya.41 
Terdapat 2 (dua) jenis asuransi jiwa yakni, Term Life dan Whole Life. 
Asuransi Term Life akan memberilan proteksi atau perlindungan 
untuk jangka waktu tertentu mulai dari 1, 5 dan 10 tahun. Uang premi 
akan hangus pada akhir periode, namun nilai tanggungan produk 
asuransi ini akan menjadi jauh lebih besar. Sedangkan, asuransi 
Whole Life akan memberikan sistem proteksi seumur hidup. Hal ini 
tentunya mengakibatkan nilai premi menjadi lebih mahal 
dibandingkan asuransi term life. Apabila si pemegang polis tidak 
meninggal selama masa kontrak asuransi, maka ia dapat 
mengklaimnya dengan uang pertanggungan yang lebih kecil.42 
2. Asuransi Kesehatan 
Asuransi ini dapat dikategorikan sebagai jenis asuransi yang paling 
mudah dan banyak ditemui di kalangan masyarakat. Asuransi 
kesehatan biasanya diberikan oleh perusahaan atau instansi tempat 
seseorang bekarja. Contoh asuransi kesehatan yang dapat dipilih 
adalah asuransi rawat inap di rumah sakit dengan 2 macam jenis 
proteksi, yakni proteksi dengan sistem kartu dan proteksi dengan 
sistem reimbursement. Jenis proteksi yang pertama dalam artian jika 
pemegang polis dirawat inap, maka proses pembayaran dapat 
dilakukan hanya dengan menunjukkan kartu provider. Selanjutnya, 
                                                          
41 Purwosutjipto dalam Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. Hal.195-196.  
42 http://www.mag.co.id/macam-macam-asuransi-di-indonesia/ diakses tanggal 4-12-2015. 
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pihak asuransi yang akan membayar seluruh biaya rumah sakit, 
obat, kunjungan dokter, operasi dan lain-lain. Proteksi dengan sistem 
reimbursement mengharuskan pemegang polis untuk membayar 
terlebih dulu seluruh biaya rumah sakit dan kemudian melakukan 
klaim ke perusahaan asuransi.43 
3. Asuransi Kendaraan 
Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. 
Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi 
kerusuhan pada Mei 1998 karena peristiwa tersebut membuat minat 
masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi 
meningkat secara drastis. 
Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis 
asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada 
orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang 
disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk 
membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor 
tertanggung.44 
4. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti 
Asuransi pemilik rumah bertujauan untuk melindungi pemilik rumah 
dari kerugian yang berkaitan dengan tempat tinggal mereka, 
asuransi properti pribadi melindungi terhadap kehilangan, atau 
kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi. Asuransi ini 
                                                          
43 Ibid. 




termasuk juga melindungi dan memberikan keringanan apabila 
terjadi kecelakaan pada rumah anda seperti kebakaran dan lain 
sebagainya.45 
5. Asuransi Pendidikan 
Asuransi pendidikan merupakan salah satu jenis asuransi yang 
paling populer saat ini. Asuransi pendidikan merupakan sebuah jenis 
asuransi untuk menjamin kehidupan, khususnya bagi anak-anak 
untuk melanjutkan pendidikan menjadi lebih baik. Contohnya orang 
tua yang mengasuransikan pendidikan anak. Adapun biaya premi 
yang harus dibayar oleh peserta asuransi tergantung pada jenis 
pendidikan yang ingin didapatkan kelak. 
Pada asuransi pendidikan, pada dasarnya menjanjikan 3 (tiga) 
manfaat utama dari asuransi pendidikan yang akan didapatkan 
nantinya, yaitu manfaat investasi, perlindungan, dan juga fungsi 
keberlanjutan. Manfaat investasi, ketika pihak yang menanggungkan 
membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka sebagian 
premi yang anda bayarkan tersebut akan dikelola dan di investasikan 
oleh perusahaan asuransi, dan premi tersebut dapat di investasikan 
di beberapa instrument investasi, misalkan di investasikan di 
reksadana saham. Kemudian pihak yang menanggungkan akan 
menerima sejumlah dana dari perusahaan asuransi untuk membiayai 




kebutuhan pendidikan anak yang jumlahnya sesuai dengan 
kesepakatan dalam polis asuransi. 
 
B. Tinjauan Tentang Asuransi Kecelakaan Diri 
Pasal 1 angka (6) UU Usaha Perasuransian berbunyi “perusahaan 
asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam 
penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya 
seseorang yang dipertanggungkan”. Dalam UU Usaha Perasuransian 
tidak memberikan definisi secara khusus mengenai asuransi kecelakaan 
diri, dikarenakan asuransi kecelakaan diri merupakan satu-kesatuan 
bagian dari asuransi jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 
4 huruf (b) UU Usaha Perasuransian yang menyebutkan bahwa :  
Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha 
dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan 
pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dana pensiun yang berlaku.  
 
Sifat dasar asuransi jiwa adalah proteksi terhadap finansial akibat 
hilangnya kemampuan menghasilkan pendapatan yang disebabkan oleh 
kecelakaan, kecelakaan yang menyebabkan kematian. Proteksi tersebut 
dapat diperoleh dari perusahaan asuransi jiwa.46 
Asuransi kecelakaan diri adalah suatu asuransi atau 
pertanggungan yang memberikan jaminan/proteksi atas kematian, cacat 
tetap dan/atau biaya-biaya perawatan atau pengobatan sebagai akibat 
                                                          
46 A. Abbas Salim, 1989. Dasar-Dasar Asuransi (Principle Of Insurance), Rajawali Pers. 
Jakarta. Hal .25. 
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adanya suatu kecelakaan, kecelakaan mana harus datang secara tiba-
tiba, dari luar, dengan kekerasan, terlihat, menimbulkan luka-badani, luka-
badani mana harus dapat ditentukan letak dan sifatnya oleh ilmu 
kedokteran, tidak termasuk masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit 
kedalam tubuh, terkecuali masuknya kuman-kuman atau bibit penyakit 
tersebut melalui luka badan yang diderita sebagai akibat dari kecelakaan 
yang terjadi.47 
Asuransi kecelakaan diri (Personal Accident Insurance) adalah 
termasuk dalam bidang asuransi kerugian (schade verzekering) atau 
General Insurance atau kadang-kadang juga dapat digolongkan pada 
asuransi sejumlah uang (sommen verzekering).48 Asuransi kecelakaan diri 
dinggap termasuk dalam bentuk asuransi sejumlah uang karena yang 
akan dibayarkan sebagaimana pengganti kerugian apabila terjadi suatu 
kecelakaan (khususnya kalau meninggal) adalah sejumlah uang yang 
diperjanjikan.49 
Selanjutnya, Afrianto Budi menambahkan bahwa dari pengertian 
“kecelakaan” dalam asuransi kecelakaan diri, harus memenuhi 9 
(sembilan) faktor sebagai berikut :50 
1. Datangnya sumber kecelakaan harus secara tiba-tiba. 
                                                          
47 Afrianto Budi, 2012. http://www.akademiasuransi.org/2012/10/pengertian-asuransi-
kecelakaan-diri.html diakses tanggal 3-6-2016. 
48 Emmy Pengaribuan Simanjuntak, 1990. Hukum Pertanggungan dan 
Perkembangannya. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: 
Yogyakarta. Hal. 46. 
Op.Cit. Hal.46. 
49 Reny Aswita. 2007. Skripsi : Asuransi Kecelakaan Diri Terhadap Wisatawan Di Daerah 
Objek Wisata. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara, Medan. Hal 11. 
50 Afrianto Budi. Op Cit. 
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Datangnya sumber kecelakaan tersebut harus secara tiba-tiba 
walaupun akibat-nya baru timbul/terasa/terjadi setelah beberapa saat 
setelah Kecelakaan terjadi. Biasanya didalam kondisi polis ditetapkan 
waktu tunggu (waiting period) selama 12 bulan, jadi apabila timbul 
Kematian atau cacat tetap sebagai akibat kecelakaan yang dijamin 
polis baru terjadi/timbul dalam waktu 12 bulan setelah Kecelakaan, 
tetap dijamin. 
2. Datangnya sumber kecelakaan harus dari luar. 
Hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya dari 
dalam diri manusia, misalnya : penyakit. 
3. Datangnya sumber kecelakaan harus dengan kekerasan. 
Datangnya sumber kecelakaan tersebut harus disertai dengan adanya 
unsur kekerasan baik berupa kekerasan kimiawi (keracunan) maupun 
kekerasan fisik (benturan). 
4. Datangnya sumber kecelakaan harus terlihat. 
Hal ini untuk membedakan penyebab-penyebab yang datangnya 
secara fiktif, misalnya akibat perbuatan dukun atau santet / teluh dan 
sebagainya. 
5. Datangnya sumber kecelakaan harus langsung dan satu-satunya. 
Sumber kecelakaan harus langsung yang berarti kecelakaan tersebut 
secara langsung mengena pada tubuh manusia, dan satu-satunya 
yang berarti tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat 
menimbulkan/memperbesar akibat yang terjadi tersebut.  
32 
 
6. Datangnya sumber kecelakaan harus tidak dikehendaki/ 
direncanakan/disengaja. 
Karena hal-hal yang dikehendaki/direncanakan atau disengaja, sudah 
dapat dipastikan akibat yang akan terjadi. Hal ini bertentangan dengan 
pengertian asuransi menurut hukum (Pasal 246 KUHD), yaitu 
menjamin risiko yang tidak tentu tersebut terjadi.   
7. Akibat kecelakaan harus berupa luka badani. 
8. Luka badani tersebut harus dapat diatopsi oleh ilmu kedokteran. 
9. Hubungan antara sebab dan akibat tidak boleh terputus. 
Adapun jenis jaminan yang akan diberikan dalam asuransi 
kecelakaan diri adalah :  
1. Santunan meninggal dunia 
Apabila suatu kecelakaan mengakibatkan seseorang meninggal dunia, 
maka perusahaan akan membayar santunan tersebut sesuai dengan 
uang pertanggungan yang tercantum dalam polis. 
2. Santunan cacat tetap 
Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah suatu keadaan cacat yang 
terus menerus selama hidup dan tidak mungkin lagi di adakan 
penyembuhannya,sehingga  bagian dari badan yang cacat tidak dapat 
berfungsi sama sekali. 
Pekerjaan, usia, riwayat penyakit/kondisi kesehatan, resiko yang 
diasuransikan adalah hal-hal yang diperhitungkan dalam menetapkan 





C. Asuransi Kecelakaan Bagi Penumpang Angkutan Umum 
Asuransi kecelakaan merupakan bagian penting dari 
penyelenggaraan usaha angkutan umum. Pasal 237 UU Nomor 22 Tahun 
2009 secara tegas mewajibkan perusahaan angkutan umum untuk 
mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung 
jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. 
Selanjutnya, pada Pasal 239 UU Nomor 22 Tahun 2009 
menjelaskan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi 
kecelakaan lalu lintas dengan pengangkutan jalan, dan untuk tujuan 
tersebut, pemerintah membentuk perusahaan asuransi kecelakaan lalu 
lintas dan pengangkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 
1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian 
‘Jasa Raharja’ Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), perusahaan 
asuransi kecelakaan lalu lintas dan pengangkutan jalan yang dimaksud 
oleh Pasal 239 UU Nomor 22 Tahun 2009 adalah PT. Jasa Raharja 
(Persero). 
Kepatuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 UU Nomor 22 
Tahun 2009 sebagai wujud tanggung jawab perusahaan pengangkutan 
atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan berkaitan erat dengan 
pemberian izin usaha angkutan.51 
                                                          
51 Andika Wijaya, Op. Cit. Hal 89. 
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Kewajiban untuk mengasuransikan penumpang dan/atau barang 
sebagaimana ketentuan Pasal 239 UU Nomor 22 Tahun 2009 merupakan 
ketentuan yang bersifat imperatif yang juga diikuti oleh aspek hukum 
pidana, antara lain : 
a. Pasal 309 UU Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap 
orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk 
penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim 
barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 
denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu 
rupiah). 
b. Pasal 313 UU Nomor 22 Tahun 2009, setiap orang yang tidak 
mengasuransikan awak kendaraan dan penumpangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 
(satu juta lima ratus ribu rupiah). 
Selain aspek hukum pidana, ada aspek hukum perdata yang 
didasarkan pada Pasal 191 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur 
bahwa “perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian 
yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam 




D. Pengertian Konsumen dan Jasa 
1. Pengertian Konsumen 
 Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK, “konsumen adalah setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk 
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
2. Pengertian Jasa 
 Pengertian jasa diatur dalam Pasal 1 angka 5 UUPK adalah “setiap 
layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi 
masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”. 
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengatakan bahwa pengertian 
jasa dalam Pasal 1 angka 5 yang menyebut kata “bagi masyarakat”, 
memberikan kesan bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang 
ditawarkan kepada lebih dari satu orang. Ini berarti jasa yang merupakan 
layanan khusus kepada individu secara perseorangan bukanlah jasa 
sebagaimana maksud UUPK. Kesimpulan seperti ini mungkin dirasakan 
ganjil, terutama bila dihubungkan dengan persediaan jasa atau yang 
disebut layanan itu sifatnya sangat terbatas sehingga hanya dapat 




                                                          
52 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 14. 
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E. Tinjauan Tentang Go-Jek 
Mengacu pada situs resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan 
sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri 
transportasi ojek. Go-Jek bekerjasama  dengan para pengendara ojek 
berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya dan menjadi 
solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja 
dan berpergian di tengah kemacetan.53 
Go-Jek berdiri pada tahun 2011 oleh seorang pemuda yang sangat 
kreatif. Pendiri Go-Jek bernama Michaelango Maron dan Nadiem 
Marakim. Mereka mendirikan perusahaan yang diberi nama PT. Gojek 
Indonesia.54 PT. Gojek Indonesia merupakan perusahaan sosial inovatif 
untuk mendorong perubahan sektor transportasi informal agar dapat 
beroperasi secara profesional. Manajemen GoJek menerapkan sistem 
bagi hasil dengan sekitar 1000 pengemudi ojek yang saat ini berada di 
bawah naungan GoJek dan tersebar di Jabodetabek.55 
Hubungan antara perusahaan Go-Jek dengan driver (pengemudi) 
didasarkan oleh perjanjian kemitraan, yakni dibuat berdasarkan sistem 
bagi hasil dimana sistem pembayarannya akan diatur dengan 
kesepakatan sendiri. Perjanjian kemitraan menetapkan hak dan 
kewajiban, diantaranya pihak perusahaan angkutan umum akan 
                                                          
53 Srikandi Rahayu, 2015. http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/07/pengertian-go-
jek.html diakses tanggal 5-6-2016. 
54 http://tipsdaftar.blogspot.com/2015/10/sejarah-berdirinya-gojek-dan-pendiri.html 
diakses tanggal 5-6-2016.  
55 Srikandi Rahayu, Op.Cit. 
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memberikan order kepada pihak pengemudi, dan atas order tersebut 
pihak pengemudi akan mendapatkan sejumlah komisi yang sebagian akan 
menjadi hak dari perusahaan.56 Adapun besaran pembagian pada Go-Jek 
adalah, 80% penghasilan untuk pengemudi ojek dan 20%-nya untuk 
perusahaan Go-Jek.57 
Memasuki tahun 2015, Go-Jek Indonesia yang bekerja sama 
dengan PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia memberikan santunan 
musibah kecelakaan kepada seluruh pelanggan Go-Jek yang 
menggunakan layanan Go-Ride. Konsumen akan menerima penggantian 
sampai dengan Rp. 10.000.000* dan untuk biaya rumah sakit sampai 
dengan Rp. 5.000.000*.  
Adapun syarat dan ketentuan klaim adalah sebagai berikut:  
1. Pemesanan harus dibuat via aplikasi untuk memastikan penggunaan 
layanan terdaftar di sistem kami 
2. Penerima santunan memiliki kartu identitas yang berlaku 
3. Dokumen yang diperlukan: 
a. Kwitansi asli dari dokter/rumah sakit yang asli, 
b. Foto copy asli pemeriksaan medis (x-ray, laboratorium, dll), dan 
c. Resume medis pasien. 
Go-Jek juga memberikan ganti rugi untuk kehilangan barang 
sampai dengan Rp. 10.000.000** selama barang tersebut sesuai dengan 
                                                          
56 Andika Wijaya. Op Cit. Hal 67. 
57 Srikandi Rahayu. Op Cit. 
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informasi yang tertera dalam informasi booking. Nominal penggantian 
akan berdasarkan struk pembelian dan/atau mengacu kepada nilai wajar 




















                                                          





A. Lokasi Penelitian 
 Dalam rangka memperoleh data dan informasi terkait objek 
penelitian maka proses penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian 
di Kota Makassar. 
Adapun pertimbangan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi 
penelitian karena di Kota Makassar, PT. Gojek Indonesia dan PT. 
Asuransi Allianz Life Indonesia memiliki kantor cabang sehingga 
memudahkan penulis untuk melakukan penelitian dan mendapatkan 
informasi yang lebih lengkap dan akurat sehubungan dengan objek yang 
hendak diteliti. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa Go-Jek 
khususnya layanan transportasi Go-Ride di Kota Makassar, dan jajaran 
pimpinan atau karyawan pada PT. Gojek Indonesia cabang Makassar dan 
PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia cabang Makassar. Selanjutnya 
untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memilih sampel 
penelitian, yakni : 
1. Beberapa pengguna jasa Go-jek, khususnya layanan Go-Ride. 




3. Operational Manager PT. Go-Jek Indonesia cabang Makassar. 
4. Kepala Sub. Bagian SW, Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja 
cabang Makassar. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang diperlukan dan diperoleh dalam melaksanakan 
penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder, yang 
penjelasannya sebagai berikut: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dari para 
responden yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian dan juga 
narasumber terkait dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber 
tertulis, baik berupa dokumen-dokumen yang ada pada PT. Go-Jek 
Indonesia, PT. Jasa Raharja, dan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, 
atau mitra lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan dapat 
menjadi dasar atau sumber dalam pembahasan penelitian ini. 
 
D.  Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Wawancara secara langsung kepada pihak PT. Gojek Indonesia yang 
bersangkutan untuk memperoleh informasi mengenai perlindungan 
asuransi yang diberikan kepada pengguna jasa dari Go-Jek yaitu Go-
Ride terkait kerjasamanya dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi 
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Allianz Utama Indonesia, serta kepada pihak PT. Asuransi Allianz Life 
Indonesia dan PT. Asuransi Jasa Raharja untuk memperoleh informasi 
terkait dengan klaim asuransi kecelakaan khususnya terhadap 
pengguna jasa Go-Ride Gojek.  
2. Studi kepustakaan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber 
tertulis, baik itu berupa dokumen-dokumen maupun literatur-literatur 
yang terkait dengan penelitian ini serta dapat menunjang pembahasan 
yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian ini. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dari data primer 
maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif, yaitu 
mengemukakan masalah, menggunakan pendapat dan memecahkan 
permasalahan dari aspek hukumnya. Kemudian akan disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari 
hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang akan menjawab 










HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Kedudukan Hukum Go-Ride Go-Jek sebagai Moda Transportasi 
Angkutan Umum Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan 
yang Berlaku di Indonesia 
 
Dasar hukum pengangkutan telah diatur dalam UU Nomor 22 
Tahun 2009 serta peraturan pelaksanaannya, diantaranya adalah 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (disingkat PP Nomor 74 Tahun 2014). Sebagaimana pada 
penjelasan atas konsiderans UU Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan 
angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung 
pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari upaya 
memajukan kesejahtraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 
NRI 1945. Sebagai bagian dari sistim transportasi nasional, lalu lintas dan 
angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk 
mewujudkan keamanan, kesejahtraan, ketertiban berlalu lintas dan 
angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan 
pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta 
akuntabilitas penyelenggaraan negara. 
Inovasi pengangkutan online seperti Go-Jek maupun taksi-taksi 
online lainnya sebenarnya merupakan suatu keadaan yang tidak pernah 
dibayangkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (selaku 
pembuat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
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Jalan) dan pejabat pemerintah (selaku pembuat peraturan pelaksanaan 
UU Nomor 22 Tahun 2009). Terdapat suatu pepatah di dunia akademisi 
maupun praktisi hukum bahwa “hukum selalu tertinggal dari 
perkembangan masyarakatnya” atau perkembangan masyarakatnya 
selalu berada satu atau lebih langkah di depan hukum yang ada”.  Hal 
tersebut benar adanya yang dapat dilihat pada kehadiran Go-Jek yang 
masih merupakan kontroversi karena tidak mempunyai landasan hukum 
yang kuat dalam pendiriannya. 
Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena 
perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada 
umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia 
transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu 
pengetahuan (science) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin 
berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda 
transportasi dan komunikasi yang ada di masyarakat. Salah satu contoh 
inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat adalah Go-Jek. Mengacu 
pada situs resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefiniskan sebagai perusahaan 
berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek.  
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Go-Jek 
merupakan suatu perusahaan yang berbasis aplikasi yang dalam kegiatan 
usahanya mempertemukan driver dengan pengguna jasa melalui sistim 
teknologi informasi dan transaksi elektronik yang seharusnya tunduk pada 
UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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Adapun hubungan antara perusahaan Go-Jek dengan driver (pengemudi) 
didasarkan oleh perjanjian kemitraan, yakni dibuat berdasarkan sistim bagi 
hasil dimana sistem pembayarannya akan diatur dengan kesepakatan 
sendiri.  
Perjanjian kemitraan menetapkan hak dan kewajiban, diantaranya 
pihak perusahaan angkutan umum akan memberikan order kepada pihak 
pengemudi, dan atas order tersebut pihak pengemudi akan mendapatkan 
sejumlah komisi yang sebagian akan menjadi hak dari perusahaan.59 
Adapun besaran pembagian pada Go-Jek adalah, 80% penghasilan untuk 
pengemudi ojek dan 20%-nya untuk perusahaan Go-Jek. 
Untuk mengetahui kedudukan Go-Jek khususnya Go-ride sebagai 
suatu moda transportasi angkutan umum, maka penulis akan meninjau 
dari berbagai sudut peraturan perundang-undangan yang khususnya 
berkaitan dengan transportasi/angkutan. Go-Ride merupakan salah satu 
layanan yang terdapat pada aplikasi Go-Jek yang menyediakan layanan 
antar jemput yang mengangkut orang menggunakan sepeda motor dan 
dikenai tarif yang dihitung berdasarkan jarak ke tempat tujuan.60 
Merujuk pada ketentuan mengenai pengangkutan dalam UU Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa apabila 
ditinjau dari segi penggunaannya, pengangkutan terbagi menjadi dua, 
yakni pengangkutan yang tidak dilakukan untuk tujuan usaha atau 
                                                          
59 Andika Wijaya. Op Cit. Hal 67. 
60 http://www.go-ride.co.id/ diakses tanggal 26 Oktober 2016. 
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komersial dan pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau 
komersial. Pengangkutan yang dilakukan untuk tujuan usaha atau 
komersial disebut sebagai pengangkutan umum.  
Dalam penggunaannya, kendaraan bermotor dapat digunakan 
untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan bisnis atau usaha. Adapun 
kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha 
adalah kendaraan bermotor umum.61 Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur 
bahwa “kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang 
digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut 
bayaran”.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU LLAJ, penulis 
menemukan beberapa unsur di dalamnya, antara lain unsur :  
a. setiap kendaraan; 
b. digunakan untuk mengangkut orang dan/atau atau barang; 
c. dipungut bayaran.  
Kata “setiap kendaraan” pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 
LLAJ seolah-olah menunjukkan makna yang terlalu luas karena setiap 
kendaraan dapat dimaknai dengan pemikiran bahwa kendaraan apapun, 
baik yang beroda 2, beroda 4, maupun beroda 6 sepanjang digunakan 
                                                          
61 Andika Wijata, Op.Cit. Hal. 194. 
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berdasarkan fungsinya untuk mengangkut orang dan/atau barang serta 
dipungut bayaran.  
Apabila dikaitkan dengan definisi Go-Ride itu sendiri, dapat 
dinyatakan bahwa Go-Ride yang menggunakan sepeda motor merupakan 
suatu kendaraan bermotor umum karena digunakan untuk mengangkut 
orang dan dipungut dengan bayaran berupa tarif yang ditetapkan 
berdasarkan jarak tempuh ke tempat tujuan. 
Meskipun jika dilihat dari segi pengertian, menunjukkan bahwa Go-
Ride dapat dikatakan sebagai suatu kendaraan bermotor umum, namun 
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menentukan bahwa kendaraan 
bermotor dikelompokkan berdasarkan jenis : 
a. sepeda motor; 
b. mobil penumpang; 
c. mobil bus; 
d. mobil barang; dan  
e. kendaraan khusus.  
Selanjutnya, pada ayat (3) menjelaskan bahwa kendaraan bermotor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, 
dikelompokkan berdasarkan fungsi : 
a. kendaraan bermotor perseorangan; dan  
b. kendaraan bermotor umum. 
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Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ mengatur bahwa “angkutan umum 
orang/barang hanya dapat dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”. 
Dari rumusan ketiga pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hanya 
mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dapat 
dkualifikasikan berdasarkan fungsinya sebagai kendaraan bermotor 
umum. Dengan kata lain, sepeda motor dan kendaraan khusus tidak 
termasuk dalam kualifikasi kendaraan bermotor umum, dan maka sepeda 
motor dan kendaraan khusus tersebut tidak dapat digunakan sebagai 
angkutan umum orang dan/atau barang sebagaimana bunyi ketentuan 
Pasal 138 ayat (3) UU LLAJ.  
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dengan adanya 
ketentuan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) UU LLAJ telah memberikan suatu 
batasan terhadap definisi dari kendaraan bermotor umum sebagaimana 
diatur pada Pasal 1 angka 10 UU LLAJ, dimana kendaraan bermotor 
umum yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang tidaklah 
meliputi seluruh jenis kendaraan, melainkan kendaran bermotor umum 
yang dimaksud adalah hanya berjenis mobil penumpang, mobil bus, dan 
mobil barang. 
Dalam kaitannya dengan moda transportasi yang digunakan oleh 
layanan Go-Ride pada Go-Jek yang menggunakan sepeda motor, hal 
tersebut menunjukkan suatu pertentangan dengan ketentuan yang diatur 
dalam UU LLAJ, dimana speda motor tidak termasuk dalam angkutan 
umum orang maupun barang. Lahirnya Go-Ride dalam layanan Go-Jek 
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terinspirasi dari banyaknya ojek sebagai suatu transportasi informal pada 
berbagai pangkalan di setiap wilayah yang juga menggunakan motor 
sebagai moda transportasi yang tidak diakui pemerintah dan tidak ada izin 
untuk pengoperasiannya seperti halnya bus, taksi maupun angkutan kota 
(angkot).  
Adanya aturan yang tidak memasukkan sepeda motor dalam 
kategori angkutan umum karena sepeda motor dipandang tidak memiliki 
aspek keselamatan dan dapat menjadi ancaman terbesar terhadap 
kecelakaan yang terjadi di jalan dan menjadi penyumbang korban 
tertinggi, yang berbeda dengan angkutan umum roda empat karena 
dipandang lebih memiliki aspek keamanan .62  
Pasal 201 ayat (2) UU LLAJ mengatur bahwa “Kendaraan Bermotor 
Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk 
memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.” 
Jika dikaitkan dengan peralatan yang diberikan dalam mengoperasikan 
Go-Jek, setiap pengemudi (driver) Go-Jek dibekali dengan smartphone 
yang berbasis android dan dalam aplikasi Go-Jek tersebut terdapat GPS 
(Global Positioning System) yang berfungsi untuk melacak dan 
mengontrol keberadaan driver agar mudah diketahui posisi driver pada 
saat itu berada, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
                                                          
62 www.hubdat.go.id; diakses tanggal 26 Oktober 2016. 
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apabila ditinjau dari segi keamanan, ketentuan Pasal 201 ayat (2) UU 
LLAJ telah terpenuhi. 
Sebagai suatu perusahaan angkutan jalan yang menyelenggarakan 
pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi jalan online, 
dimana moda transportasi sepeda motor yang digunakan melanggar 
ketentuan dalam UU LLAJ, maka Go-Jek selaku penyedia jasa dapat 
dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 121 PP Nomor 74 
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, antara lain dapat berupa peringatan 
tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Namun, 
dengan demikian meskipun Go-Jek belum diatur secara jelas dalam UU 
LLAJ maupun dalam PP Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 
dan hingga saat ini masyarakat banyak merasakan dampak positif yang 
cukup besar dan membantu aktivitas masyarakat, maka perusahaan Go-
jek tetap diizinkan menjalankan kegiatan usahanya. 
Dalam menjalankan kegiatannya, Go-Jek juga berpedoman 
terhadap ketentuan yang diatur di dalam UU LLAJ, dimana dalam UU 
LLAJ terdapat suatu kewajiban yang bersifat imperatif, yakni perusahaan 
angkutan wajib mengasuransikan penumpangnya dalam kegiatan 
pengangkutan, yang apabila tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi 
baik secara pidana, perdata, maupun administrasi. Aspek hukum perdata 
dapat ditemukan pada Pasal 191 UU LLAJ menentukan bahwa 
“perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang 
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diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam 
kegiatan penyelenggaraan angkutan”.  
Tanggung jawab perdata berupa pemberian ganti kerugian yang 
diatur dalam UU LLAJ menyebabkan pendiri Go-Jek untuk memberikan 
ganti kerugian berupa santunan asuransi terhadap para penggunanya 
yang mengalami kecelakaan saat menggunakan jasa Go-Ride. Selain 
aspek hukum perdata, adapun aspek hukum pidana yang dapat 
dijatuhkan kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajibannya 
untuk mengasuransikan penumpang dan/atau barang, dapat dilihat pada 
ketentuan Pasal 309 UU LLAJ yang mengatur bahwa “setiap orang yang 
tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian 
yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. 
Pasal 313 UU LLAJ, bahwa “setiap orang yang tidak 
mengasuransikan awak kendaraannya dan penumpangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima 
ratus ribu rupiah)”.  
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada PT. Go-Jek Indonesia 
apabila tidak mengasuransikan pengguna jasa maupun driver adalah 
berupa pidana penjara maupun denda, dimana sebagai bentuk kepatuhan 
51 
 
terhadap UU LLAJ maka PT. Go-Jek Indonesia menjamin para driver 
maupun pengguna jasanya dalam bentuk santunan asuransi kecelakaan. 
Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam menjalankan 
kegiatannya, Go-Ride Go-jek juga memberikan perlindungan asuransi baik 
kepada driver maupun kepada pengguna jasanya. Apabila ditinjau dari 
segi kewajiban untuk mengasuransikan penumpang berdasarkan 
ketentuan dalam UU LLAJ, adanya asuransi yang diberikan kepada 
pengguna jasa Go-Jek seolah-olah menunjukkan bahwa PT. Go-Jek 
Indonesia merupakan suatu perusahaan angkutan umum yang tunduk 
pada ketentuan dalam UU LLAJ, sementara pada realitasnya perusahaan 
Go-Jek adalah perusahaan berbasis aplikasi yang seharusnya tunduk 
pada ketentuan dalam UU ITE. 
Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Irto terkait dengan 
dasar hukum pendirian Go-Jek,  menuturkan bahwa “Go-Jek juga tunduk 
pada Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Angkutan Umum Tidak Dalam 
Trayek”.63 
Salah satu landasan dasar dikeluarkannya Permenhub Nomor 32 
Tahun 2016 yaitu dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana dalam Permenhub 
Nomor 32 Tahun 2016 telah memberikan pengakuan terhadap 
penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi 
                                                          
63 Wawancara dengan Irto Sarungu, tanggal 7 Oktober 2016. 
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informasi yang dapat ditemukan dalam Bab IV Pasal 40 sampai dengan 
Pasal 42 Permenhub Nomor 32 Tahun 2016.  
Adapun jenis kendaraan yang diakui sebagai angkutan umum 
dalam pengoperasian angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi 
informasi, meliputi angkutan orang taksi, pariwisata, serta angkutan orang 
dengan tujuan tertentu, seperti carter, sewa, dan antar jemput. Cakupan 
lainnya adalah angkutan berbasis mobil penumpang umum yang 
dioperasikan di jalan lokal dan lingkungan. Pasal 40 ayat (1) Permenhub 
Nomor 32 Tahun 2016 menentukan bahwa penggunaan aplikasi 
digunakan untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa 
angkutan orang tidak dalam trayek. Selanjutnya, pada ayat (3) mengatur 
pula pemakaian aplikasi bisa secara mandiri atau bekerja sama dengan 
perusahaan penyedia aplikasi. 
Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah 
dalam hal ini telah melegalkan keberadaan angkutan umum dengan 
aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, dengan melihat cakupan 
yang ditentukan dalam Permen Nomor 32 Tahun 2016, apabila dikaitkan 
dengan jenis kendaraan yang digunakan untuk mengoperasikan Go-Ride 
pada Go-Jek yang menggunakan sepeda motor, tampaknya sepeda motor 
tidak diakui dan tidak termasuk dalam cakupan angkutan orang sebagai 
kendaraan angkutan umum, sehingga menunjukkan suatu pertentangan 
antara ketentuan dalam Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut 
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dengan apa yang telah diterapkan oleh Go-Jek dalam mengoperasikan 
kegiatannya. 
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa meskipun dikeluarkan 
Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 yang merupakan salah satu turunan 
dari UU LLAJ yang telah melegalkan keberadaan angkutan umum 
berbasis teknologi informasi, namun antara Permenhub Nomor 32 Tahun 
2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan UU LLAJ tetap tidak mengakui 
keberadaan Go-Ride sebagai moda transportasi umum karena menurut 
penulis sepeda motor tidak memiliki aspek keamanan. 
 
B. Perlindungan Asuransi Kecelakaan terhadap Pengguna Jasa Go-
Ride Go-Jek  
 
Sebagaimana telah diketahui dewasa ini kemajuan teknologi 
telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus 
transaksi barang dan/atau jasa, salah satunya aplikasi Go-Jek sebagai 
penyedia jasa di bidang transportasi, sehingga menuntut adanya 
peraturan hukum yang memadai dalam rangka melindungi para pihak. 
Namun, sebagai salah satu bentuk inovasi baru dalam perkembangan 
transportasi di Indonesia, kehadiran Go-Jek belum diatur secara jelas 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan sehingga berimplikasi pada 
ketidakpastian perlindungan hukum bagi para pengguna jasanya. 
Kehadiran Go-Jek memberikan suatu kesan positif terhadap 
perkembangan transportasi di Indonesia. Kehadiran Go-Jek memudahkan 
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setiap orang untuk mencari transportasi, hanya cukup dilakukan 
pemesanan melalui aplikasi dan menunggu driver yang menjemput. 
Pembayaran Go-jek juga dilengkapi dengan sistem pembayaran non-tunai 
sehingga memberikan kesan lebih praktis karena bisa meminimalisir 
kemungkinan munculnya tindak kriminal penodongan kepada supir ojek, 
serta memberikan kesan aman karena identitas calon penumpang dan 
driver Go-Jek sudah terdeteksi dan terpantau oleh sistem dari pusat 
berdasarkan GPS yang ada pada ponsel driver Go-Jek, dimana jika ada 
driver ataupun penumpang yang berbuat kejahatan akan cepat 
terungkap.64 Dengan dibentuknya aplikasi Go-Jek tersebut, menurut 
penulis juga secara tidak langsung membuka peluang usaha yang baru 
bagi para pencari pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran yang 
semakin melanda Indonesia. Kehadiran Go-Jek juga telah dirasakan 
sangat membantu para pihak dalam menjalankan aktivitasnya, karena 
untuk pemesanannya sangat mudah dilakukan, sehingga dapat dikatakan 
telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. 
Perusahaan Go-Jek adalah perusahaan yang berbasis aplikasi 
yang mempertemukan penyedia jasa angkuran (driver) dengan pengguna 
jasa, dimana selanjutnya hubungan hukum yang timbul antara PT. Go-Jek 
Indonesia dan driver didasari oleh hubungan hukum kemitraan/kerja 
sama, bukan pada hubungan antara buruh dan majikan karena dalam Go-
jek dikenal sistim bagi hasil dengan pembagian 20/80, yakni 80% untuk 
                                                          




driver dan 20% untuk PT. Gojek Indonesia sebagai penyedia jasa dimana 
hal tersebut telah diperjanjikan sejak driver bergabung dengan PT. Gojek 
Indonesia .65 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Irto Sarungu, bahwa Go-Jek 
merupakan perusahaan berbasis aplikasi, maka dengan status 
perusahaan yang berbasis aplikasi tersebut, maka seharusnya PT. Gojek 
Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya juga tunduk pada 
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE).  
Pasal 4 UU ITE mengatur bahwa pemanfaatan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : 
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
informasi dunia; 
b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 
rangka meningkatkan kesejahtraan publik; 
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 
memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan 
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan 
bertanggungjawab; 
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi 
pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. 
                                                          
65 Wawancara dengan Irto Sarungu, Operational Manager PT. Go-Jek Indonesia, Cabang 
Makassar, Jumat, 7 Oktober 2016. 
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Adanya pengaturan pada Pasal 4 UU ITE, telah membuka 
kesempatan kepada setiap orang untuk memanfaatkan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik yang bertujuan untuk memajukan pemikiran dan 
kemampuannya dalam bidang teknologi informasi, sebagai salah satunya 
adalah pengembangan ilmu teknologi informasi yang dilakukan oleh 
pendiri Go-Jek dengan membentuk sebuah perusahaan mitra yang 
mempertemukan antara penyedia jasa kendaraan bermotor dengan 
pengguna jasa melalui sistem berbasis aplikasi pada telepon genggam 
berbasis android dan ios, dimana tujuan dibentuknya Go-Jek adalah untuk 
mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 
meningkatkan kesejahtraan masyakarakat. 
Berbeda dengan ojek-ojek konvensional lainnya, kehadiran Go-Jek 
disertai pula dengan perlindungan asuransi terhadap pengguna jasanya. 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada website resmi PT. Gojek 
Indonesia maupun PT. Asuransi Allianz Indonesia menunjukkan bahwa 
bagi pengguna jasa Go-Jek khususnya Go-Ride yang dipesan melalui via 
aplikasi berhak mendapatkan perlindungan asuransi yang secara 
langsung di-cover oleh PT. Asuransi Allianz Indonesia. Perlindungan 
asuransi yang diberikan oleh  PT. Asuransi Allianz Indonesia terhadap 
pengguna jasa Go-Jek menunjukkan adanya hubungan kerja sama antara 
Go-Jek dengan PT. Asuransi Allianz Indonesia yang kemudian dituangkan 
dalam suatu bentuk perjanjian kerja berdasarkan bentuk dan isi yang telah 
disepakati bersama, dimana objek asuransi tersebut adalah pengguna 
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jasa Go-Jek yang mengalami kecelakaan (ringan maupun berat) pada 
saat menggunakan jasa Go-Jek. 
Dalam melihat hubungan hukum yang timbul antara PT. Go-Jek 
Indonesia dengan PT. Asuransi Allianz Utama, maka berdasarkan 
keterangan dari Karin Zulkarnaen selaku Head of Market Management 
pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, yang menyatakan bahwa : 
“Tahun lalu Allianz Utama bekerja sama dengan PT. Gojek Indonesia 
untuk periode awal September sampai akhir Desember 2015 untuk 
memberikan perlindungan Personal Accident sejumlah Rp. 10 juta dan 
Medical Expenses hingga Rp. 5 juta kepada seluruh pengguna Go-Ride 
selama periode kerjasama. Untuk sekarang belum ada kerja sama lagi 
yang terjalin namun sementara dalam tahap pembicaraan selanjutnya. 
Selama adanya kerja sama dengan Go-Jek kami menerima beberapa 
klaim asuransi dari pengguna jasa Go-Ride yang mengalami kecelakaan, 
namun hal tersebut tidak dapat kami sebutkan untuk melindungi 
kerahasiaan konsumen. 66 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Karin 
Zulkarnaen, dapat diketahui bahwa antara PT. Gojek Indonesia dengan 
PT. Allianz Utama Indonesia memang pernah terjalin kerja sama terkait 
dengan perlindungan asuransi kepada pengguna jasa Go-Jek yang 
berlangsung selama 4 (empat) bulan, yakni terhitung dari awal September 
hingga akhir Desember 2015.  
                                                          
66 Wawancara dengan Karin Zulkarnaen, Selaku Head of Market Management pada PT. Asuransi 
Allianz Life Indonesia, Selasa tanggal 18 Oktober 2015. 
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Adapun jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Allianz Utama 
berdasarkan kesepakatan besama dengan PT. Go-Jek Indonesia adalah 
sebesar Rp. 10 juta bagi pengguna jasa yang meninggal karena 
kecelakaan ketika menggunakan Go-Ride dan biaya pengobatan hingga 
Rp. 5 juta (sesuai kuitansi dari instansi kesehatan) apabila mengalami 
kecelakaan ketika menggunakan Go-Ride. Dengan demikian, dapat 
diketahui bahwa yang menjadi objek perjanjian asuransi adalah pengguna 
jasa Go-Jek selama menggunakan jasa Go-Ride. Hingga saat ini, belum 
lagi ada terjalin hubungan kerja sama antara Allianz dan Go-Jek, karena 
masih dalam tahap pembicaraan, namun pada situs resmi Allianz masih 
menampakkan bahwa antara Go-Jek dan PT. Allianz masih terjalin kerja 
sama yang tidak mencantumkan masa periode berlakunya.   
Tahap pembicaraan untuk menjalin kerja sama apabila ditinjau dari 
segi hukum perjanjian merupakan suatu tahap mutlak yang harus ada 
yang selanjutnya akan melahirkan sepakat dan mufakat mengenai objek 
yang diperjanjikan, dalam hal ini objek yang diperjanjikan adalah 
pengguna jasa Go-Ride Go-Jek yang mengalami kecelakaan selama 
menggunakan jasa Go-Ride Go-Jek baik yang berupa kecelakaan ringan 
maupun kecelakaan berat. 
Menurut pertimbangan penulis, informasi tersebut sebaiknya 
dihilangkan dan dicantumkan pada saat kerja sama terjalin kembali 
beserta periode berlakunya agar tidak menimbulkan kesesatan kepada 
konsumen sebagaimana yang dilarang pada Pasal 10 huruf c UU 
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Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dalam menawarkan 
barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan 
yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi, tanggungan, 
jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa”. 
Berakhirnya hubungan kerja sama antara Allianz dan Go-Jek 
tentunya tidak menghilangkan kewajiban kontraktual dari pihak Go-Jek 
untuk memberikan perlindungan asuransi kepada penggunanya, sehingga 
walaupun tidak ada kerja sama yang terjalin dengan perusahaan asuransi 
pihak Go-Jek tetap bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan 
asuransi kecelakaan terhadp seluruh pengguna jasanya.  
Suatu kewajiban kontraktual untuk memberikan perlindungan 
keselamatan kepada setiap pengguna jasa Go-Ride, apabila ditinjau dari 
segi perlindungan konsumen, maka hal tersebut merupakan suatu 
keharusan karena hubungan hukum yang timbul antara Go-Jek dengan 
pengguna jasanya adalah hubungan antara penyedia jasa dengan 
konsumen, dimana penyedia jasa wajib untuk memberikan jaminan 
keamanan dan keselamatan kepada tiap-tiap konsumennya sebagaimana 
telah diatur dalam Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen bahwa ”konsumen berhak atas kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.  
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Selanjutnya, untuk melihat lebih jauh tentang perlindungan asuransi 
pengguna jasa Go-Ride Go-Jek, berdasarkan hasil wawancara kepada 
Irto Sarungu selaku Operational Manager PT. Go-Jek Indonesia Cabang 
Makassar bahwa meskipun jangka waktu kerja sama antara Go-Jek 
dengan PT. Allianz Asuransi Indonesia telah berakhir, namun para 
pengguna jasa tetap dijamin keselamatannya dengan di cover oleh 
asuransi yang secara mandiri diberikan oleh Go-Jek, apabila terjadi 
kecelakaan di jalan raya. Nilai santunan yang diberikan adalah Rp. 5 juta 
untuk perawatan medis dengan melampirkan nota asli hasil pemeriksaan 
di rumah sakit, dan Rp. 10 juta untuk korban yang meninggal dunia. 67  
Pasal 302 KUHD menentukan bahwa “jiwa seseorang dapat 
dipertanggungkan untuk kepentingan orang yang berkepentingan, baik 
untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dalam 
perjanjian”. Adanya perlindungan asuransi yang dihadirkan oleh Go-Jek 
kepada pengguna jasanya merupakan suatu bentuk pelaksanaan 
terhadap apa yang tertera pada Pasal 302 KUHD. Pihak yang 
berkepentingan disini adalah pengguna jasa Go-Ride Go-Jek, namun 
dalam hal ini jangka waktu perlindungan yang diberikan tidak berlaku 
seumur hidup, dimana jangka waktu perlindungan asuransi adalah selama 
pengguna jasa Go-Jek menggunakan layanan Go-Ride, yaitu hanya 
selama pengguna jasa berada di jalan raya menuju ke tempat tujuan. 
                                                          
67 Wawancara dengan Bapak Irto Sarungu, Operational Manager PT. Go-Jek Indonesia, Cabang 
Makassar, Jumat, 7 Oktober 2016. 
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Asuransi yang diberikan secara mandiri maksudnya adalah 
asuransi yang diberikan secara pribadi oleh pihak Go-Jek itu sendiri tanpa 
melibatkan pihak lain/bekerja sama dengan perusahaan asuransi lainnya. 
Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa meskipun PT. Gojek Indonesia 
sudah tidak lagi bekerja sama dengan PT. Asuransi Allianz Utama, namun 
PT. Gojek Indonesia tidak menghilangkan kewajibannya untuk 
memberikan santunan asuransi kepada para pengguna jasanya dengan 
tetap memberikan santunan asuransi meskipun diberikan secara mandiri 
tanpa melibatkan suatu perusahaan asuransi.  
Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, selanjutnya Irto 
menambahkan bahwa selama berdirinya Go-Jek di Kota Makassar, belum 
ada pihak yang mengajukan klaim dana santunan bagi pengguna jasa 
yang mengalami kecelakaan. Dalam hal terjadi kecelakaan di jalan raya, 
pengguna jasa Go-Jek dapat memilih, apakah klaim diajukan kepada PT. 
Go-Jek Indonesia ataukah kepada PT. Jasa Raharja, dimana apabila 
klaim telah diajukan kepada PT. Jasa Raharja maka Go-Jek hanya 
menanggung 20% dari jumlah klaim pada Jasa Raharja. Hal ini bertujuan 
untuk menghindari timbulnya double insurance (asuransi ganda). 68 
Berdasarkan keterangan dari Irto Sarungu, apabila ditinjau dari segi 
perlindungan asuransi terhadap para pengguna jasanya, dapat 
disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan usaha Go-Jek 
                                                          
68 Wawancara dengan Bapak Irto Sarungu, Op.Cit. 
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terdapat adanya keterlibatan PT. Jasa Raharja, dimana para pengguna 
jasa yang mengalami kecelakaan dapat mengajukan klaim asuransi 
kepada PT. Jasa Raharja, dengan catatan bahwa apabila telah menerima 
pembayaran santunan dari PT. Jasa Raharja, klaim asuransi yang 
kemudian ditanggung oleh Go-Jek adalah hanya sebesar  20% dari 
jumlah klaim yang telah diajukan kepada Jasa Raharja, dengan tujuan 
guna untuk menghindari adanya asuransi rangkap/ganda.  
Dari hasil wawancara dengan Irto Sarungu, dapat dilihat bahwa 
dalam hal pengguna jasa Go-Jek mengalami kecelakaan, terdapat dua 
pihak yang bertindak sebagai penanggung, yaitu PT. Go-Jek Indonesia 
dan PT. Jasa Raharja, dimana pengguna jasa yang mengalami 
kecelakaan tersebut tidak bisa mengajukan klaim terhadap kedua pihak 
penanggung dan hanya dapat memilih salah satu dari kedua pihak 
penanggung tersebut.  
Pasal 252 KUHD menentukan bahwa “kecuali dalam hal yang 
ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi untuk 
kedua untuk waktu dan evenemen yang sama atas benda yang sudah 
diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua 
batal”. Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila benda yang 
telah diasuransikan dengan taksiran yang penuh, maka tidak boleh lagi 
mengasuransikan dengan ketentuan waktu yang sama dan atas 
evenemen yang sama. Apabila ditemukan adanya suatu asuransi yang 
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kedua seperti yang dikemukakan pada Pasal 252 KUHD, maka asuransi 
yang kedua batal.  
Tujuan dari adanya pelarangan terhadap asuransi ganda ialah 
untuk mencegah tertanggung untuk mendapatkan ganti kerugian melebihi 
nilai benda sesungguhnya, sehingga melanggar asas indemnitas. Dengan 
adanya aturan tersebut maka, maka tidak akan ada suatu asuransi 
rangkap yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada diri sendiri 
dengan tidak memperhatikan hak yang melekat padanya.69 
Dari ketentuan Pasal 252 KUHD tersebut, yang perlu digaris 
bawahi yakni pelarangan tersebut hanya berlaku bagi asuransi yang 
bernilai penuh. Dengan adanya ketentuan demikian, dapat diketahui 
bahwa alasan pertimbangan PT. Gojek Indonesia memberikan jumlah 
tanggungan hanya sebesar 20% karena dilandasi oleh ketentuan Pasal 
252 KUHD yang melarang pembayaran asuransi yang bernilai penuh 
guna menghindari adanya asuransi rangkap. 
Dalam kaitannya dengan keterangan yang diberikan oleh Irto 
Sarungu, penulis juga berhasil melakukan wawancara dengan seorang 
pengguna jasa Go-Ride yang pernah mengalami kecelakaan, yaitu Mita 
Supardi yang pada intinya menjelaskan bahwa santunan asuransi yang 
diberikan oleh pihak Go-Jek pada saat mengalami kecelakaan patah 
tulang adalah hanya sebesar Rp. 5juta rupiah, dimana nilai santunan yang 
diberikan oleh pihak Go-Jek tidak cukup untuk membiayai biaya operasi 
                                                          
69 http://karyatulisilmiah.com/makalah-hukum-asuransi-tentang-pertanggungan-rangkap-dan-
pertanggungan-untuk-kepentingan-pihak-ketiga/ diakses tanggal 25-10-2016). 
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yang dilakukan sebanyak 3 kali dan biaya perawatan dan pemulihan 
setelah operasi dilakukan. Setelah Go-Jek memberikan santunan 
asuransi, maka tidak dapat lagi mengajukan klaim kepada Jasa Raharja.70 
Sebagaimana  telah diketahui bahwa syarat dan ketentuan untuk 
mengajukan klaim asuransi kepada Go-Jek adalah korban yang 
mengalami kecelakaan wajib untuk melampirkan kwitansi asli dari 
dokter/rumah sakit yang asli, fotocopy asli pemeriksaan medis (x-ray, 
laboratorium, dll), dan resume medis pasien. Adanya ketentuan untuk 
melampirkan kuitansi, hasil pemeriksaan, dan resume medis dalam 
mengajukan klaim merupakan syarat formal yang berfungsi sebagai alat 
bukti untuk menunjukkan kebenaran dari peristiwa kecelakaan yang 
dialami oleh pengguna jasa Go-Jek. Meskipun pada kuitansi pembayaran 
mencantumkan biaya pengobatan yang melebihi dari batasan nilai 
santunan yang diberikan oleh Go-Jek yaitu diatas Rp. 5 juta rupiah, 
namun pihak Go-Jek hanya menanggung sebesar Rp. 5 juta rupiah. Nilai 
ganti rugi yang ditetapkan secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia 
merupakan nilai ganti rugi yang bersifat tetap dan paten.  
Sedangkan, dalam pengajuan santunan kecelakaan pada Asuransi 
Jasa Raharja, adapun peosedur yang harus diiukuti adalah sebagai 
berikut :71 
                                                          
70 Wawancara dengan Ita Angreani, Pengguna Jasa Go-Ride Gojek, pada tanggal  
71 Materi Penyuluhan Eksternal Tahun 2015 PT. Jasa Raharja Cabang Makassar.  
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1. Bila mengalami kecelakaan dalam perjalanan di darat, laut, dan 
udara segera hubungi kantor Jasa Raharta terdekat untuk 
mendapatkan informasi awal cara pengurusan santunan. 
2. Melengkapi persyaratan pengajuan permohonan santunan Jasa 
Raharja. 
3. Dokumen lengkap diserahkan kepada Jasa Raharja untuk diproses 
pembayaran santunannya.  
Adapun persyaratan permohonan dasar meliputi formulir pengajuan 
santunan, formulir keterangan singkat kecelakaan, formulir kesehatan 
korban, dan keterangan ahli waris jika korban meninggal dunia. Selain itu, 
dokumen pendukung yang dibutuhkan juga meliputi kuitansi sah biaya 
biaya rawatan yang telah distempel dan ditandatangani oleh petugas yang 
berwenang, rincian total biaya perawatan, fotocopy resep apotik, kuitansi 
di atas Rp. 250.000,- distempel dan dibubuhi materai Rp. 3.000,- atau 
kuitansi di atas Rp. 1.000.000,- distempel dan dibubuhi materai Rp. 
6.000,-.72 
Berdasarkan kedua pesyaratan pengajukan klaim yang ditetapkan 
oleh PT. Gojek Indonesia maupun PT. Jasa Raharja dapat diketahui 
bahwa dalam mengajukan klaim santunan asuransi wajib mengikuti 
prosedur-prosedur yang secara khusus ditetapkan oleh para penanggung, 
dimana korban/keluarga korban wajib untuk melampirkan dokumen-




dokumen resmi yang membuktikan telah terjadinya kecelakaan serta  
dilakukannya perawatan dan pengobatan. 
Selanjutnya, mengacu pada pengertian asuransi itu sendiri, 
berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian, salah satu unsur asuransi adalah dilakukan 
berdasarkan perjanjian antara dua pihak dengan mana pihak penanggung 
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, 
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, 
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya, 
pada Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa “pertanggungan harus 
dilakukan secara tertulis dengan akta, yang diberi nama polis”. 
Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa untuk lahirnya suatu asuransi wajib dilakukan dalam 
bentuk perjanjian tertulis yang sekaligus merupakan salah satu syarat 
yang melahirkan suatu asuransi. Perjanjian tertulis yang dimaksudkan 
adalah suatu perjanjian yang dituangkan di atas kertas dan diketahui 
isinya oleh para pihak yang selanjutnya melahirkan suatu kontrak, yang 
kemudian disebut dengan “polis”. Adanya polis tersebut menunjukkan 
suatu bukti bahwa asuransi telah terjadi.73  
Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai definisi dari asuransi itu sendiri, maka dapat diketahui bahwa 
apabila suatu perjanjian asuransi yang tidak dituangkan dalam bentuk 
                                                          
73 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit. hal. 57. 
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tertulis dan melahirkan adanya polis, maka hal ini tidak dapat dikatakan 
sebagai suatu bentuk asuransi karena salah satu syarat untuk terjadinya 
asuransi tidak terpenuhi, yakni dilakukan secara tertulis dan termuat 
dalam polis, seperti halnya jaminan asuransi yang diberikan oleh Go-Jek 
kepada pengguna jasanya yang tidak menunjukkan adanya polis asuransi 
tersebut. 
Antara Go-Jek dengan pengguna jasanya tidak terdapat adanya 
suatu perjanjian asuransi yang kemudian dituangkan dalam bentuk polis. 
Dengan tidak adanya bukti tertulis, maka bentuk perlindungan berupa 
dana pertanggungan yang diberikan oleh Go-Jek kepada pengguna jasa 
yang mengalami kecelakaan tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk 
asuransi meskipun Jasa Raharja telah memberikan santunan asuransi 
kecelakaan, sehingga dalam hal ini tidak dapat dikatakan timbul asuransi 
ganda, yang menurut pertimbangan penulis hal ini lebih tepat dikatakan 
sebagai “uang santunan” atas kecelakaan yang menimpa pengguna jasa 
pada saat menggunakan jasa Go-Jek. Santunan menurut KBBI adalah 
“uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, 
kematian, dan sebagainya”.74  
Selanjutnya, wawancara juga dilakukan kepada Agus Priyanto, 
yakni seorang pengguna jasa Go-Ride Go-Jek yang juga mengalami 
kecelakaan, yang menjelaskan bahwa kecelakaan yang menimpa 
bukanlah kesalahan dari driver Go-jek, tapi merupakan kesalahan dari 
                                                          
74 http://kbbi.web.id/santunan (diakases tanggal 25-10-2016) 
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mobil yang menabrak. Atas kecelakaan yang menimpa, selanjutnya Agus 
Priyanto mengajukan klaim asuransi kepada pihak Jasa Raharja dan 
untuk itu diberikan santunan sebesar Rp. 10 juta Rupiah yang untuk 
selanjutnya digunakan untuk operasi akibat patah tulang lengan dan rawat 
inap rumah sakit. Dengan bantuan anaknya, ia juga berhasil mengajukan 
klaim kepada Go-Jek dan diberikan santunan asuransi sebesar Rp. 1 juta 
rupiah.75 
Jumlah santunan yang diberikan oleh Go-Jek senilai Rp. 1juta 
rupiah menurut penilaian penulis, merupakan nilai yang diperoleh 
berdasarkan perhitungan 20%  dari jumlah santunan asuransi kecelakaan 
yang dijanjikan (Rp. 5.000.000,- x 20% = Rp. 1.000.000,-). Dengan 
demikian, santunan asuransi yang tidak bernilai penuh yang diberikan 
oleh pihak Go-Jek kepada Agus Priyanti merupakan pelaksanaan dari 
ketentuan Pasal 252 KUHD. 
Dari hasil wawancara dengan Agus Priyanto dapat diketahui bahwa 
kurangnya pengguna jasa Go-Jek yang mengajukan klaim sebagaimana 
yang ditegaskan oleh Irto Sarungu disebabkan oleh pertimbangan 
konsumen bahwa nilai santunan yang diberikan oleh Go-Jek relatif lebih 
rendah dibandingkan dengan nilai santunan yang diberikan oleh Jasa 
Raharja, dimana nilai santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja lebih 
tinggi dalam membiayai biaya pengobatan dan perawatan korban 
                                                          
75 Wawancara Dengan Agus Priyanto, Pengguna Jasa Go-jek yang Mengalami Kecelakaan, tanggal 
3 Desember 2016.  
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kecelakaan sehingga pengguna jasa yang mengalami kecelakaan lebih 
memilih untuk mengajukan klaim kepada Jasa Raharja. 
Selain wawancara yang dilakukan dengan Irto Sarungu dan 
pengguna jasa Go-Jek yang mengalami kecelakaan, penulis juga 
mengadakan wawancara dengan Muhammad Sabir selaku Kepala 
Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) pada PT. Jasa Raharja. Beliau 
menuturkan bahwa :”Terhadap pengguna jasa GO-Jek juga mendapatkan 
santunan asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja, yang berdasarkan 
ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 1964 Tahun 1964 dan Nomor 34 
Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang 
yang menjamin seluruh penumpang angkutan umum baik roda 2, roda 4, 
maupun roda 6, dimana besanya klaim yang diberikan untuk masing-
masing korban kecelakaan adalah Rp. 10 juta rupiah dan maksimal Rp. 25 
juta rupiah bagi korban yang meninggal dunia. 76 
Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan besaran jumlah santunan 
asuransi yang diberikan, maka dapat dilihat secara mendasar bahwa 
jumlah santunan asuransi yang diberikan oleh Jasa Raharja lebih besar 
dibandingkan dengan jumlah santunan yang diberikan oleh PT. Gojek 
Indonesia dimana Gojek hanya memberikan santunan asuransi sebesar 
Rp. 5 juta rupiah untuk korban kecelakaan dan Rp. 10 Juta rupiah untuk 
korban yang meninggal dunia. Jumlah santunan demikian dibatasi pula 
                                                          
76 Wawancara Kepada Muhammad Sabir, Kepala Subbagian SW, Humas dan Hukum PT. Jasa 
Raharja, Rabu, 5 Oktober 2016. 
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oleh klausula bahwa jika korban kecelakaan telah mengajukan klaim 
kepada Jasa Raharja, maka pihak Go-Jek hanya membayar sebessr 20% 
dari jumlah santunan yang dijanjikan. 
Menurut Andika Widjaja, santunan musibah kecelakaan dan untuk 
biaya rumah sakit merupakan program asuransi yang diselenggarakan 
secara mandiri oleh perusahaan transportasi jalan online. Perusahaan 
transportasi jalan online boleh menyelenggarakan program asuransi 
secara mandiri dengan syarat tetap mengikutkan pelanggan (customer) 
dalam program PT. Jasa Raharja.77 
Berdasarkan keterangan dari Irto Sarungu serta pendapat yang 
dikemukakan oleh Andika Widjaya, penulis melihat bahwa dengan adanya 
pilihan klaim asuransi yang berikan kepada pengguna jasa Go-Jek yang 
mengalami kecelakaan, juga menunjukkan adanya suatu pembatasan dan 
pengalihan tanggung jawab dari PT. Go-Jek Indonesia kepada PT. Jasa 
Raharja, dimana seharusnya meskipun para pengguna jasa telah 
mendapatkan santunan asuransi dari pihak PT. Jasa Raharja, para 
pengguna jasa berhak pula mendapatkan santunan asuransi dari Go-Jek 
yang sudah merupakan kewajiban kontraktual PT. Go-Jek Indonesia 
tersebut untuk melindungi para pengguna jasanya. 
Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen dalam hal ini 
pengguna jasa transportasi online adalah tingkat kesadaran konsumen 
akan haknya yang masih rendah, yang terutama disebabkan oleh 
                                                          
77 Andika Widjaja. Op.Cit. Hal. 90. 
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rendahnya pendidikan konsumen. Pembatasan tanggung jawab (limitation 
of liability) yang dilakukan secara sepihak oleh PT. Gojek Indonesia 
merupakan suatu hal yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen karena pembatasan tanggungjawab 
demikian menyebabkan kedudukan konsumen menjadi lebih rendah 
dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha sehingga tidak setara 
dengan prinsip kebebasan berkontrak yang secara tidak langsung 
menimbulkan kerugian terhadap konsumen/pengguna jasanya. 
Oleh karena itu, sangatlah tidak tepat kebijakan yang diterapkan 
oleh Go-Jek yang memberikan pilihan kepada pengguna jasa untuk 
memilih pihak penanggung manakah yang akan memberikan penggantian 
jika mengalami kecelakaan karena menggunakan jasa Go-Jek, apakah 
memilih Jasa Raharja atau PT. Gojek Indonesia, dengan tujuan untuk 
menghindari adanya asuransi rangkap. 
Hemat penulis, pemberian santunan merupakan suatu kewajiban 
yang tidak boleh dihindari oleh Go-Jek selaku penyedia jasa transportasi 
dan sebagai pihak yang memanfaatkan transaksi teknologi informasi dan 
elektronik, dimana Go-Jek wajib memberikan perlindungan atas 
keamanan bagi penggunanya sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 
4 huruf e UU ITE.  
Dengan demikian, perlindungan asuransi yang diberikan oleh Go-
jek kepada para pengguna jasa adalah masih sangat minim, disebabkan 
karena kebijakan yang ditempuh oleh PT. Go-jek Indonesia yang bersifat 
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membatasi tanggungjawabnya selaku penyedia jasa. Penulis berpendapat 
bahwa hal ini akan lebih baik lagi bila selain mengikutkansertakan 
pelanggan dalam asuransi PT. Jasa Raharja, Go-Jek selaku perusahaan 
penyedia jasa transportasi online juga memberikan santunan tambahan 
berupa santunan musibah kecelakaan dan untuk biaya rumah sakit 
dengan nilai tertentu kepada pelanggan, dimana dengan ini nilai santunan 
bagi pelanggan yang terkena musibah dapat membantu untuk proses 























A. Kesimpulan  
1. Kedudukan hukum Go-Ride Gojek sebagai moda transportasi 
angkutan umum apabila ditinjau dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia, khususnya UU Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Permenhub Nomor 
32 Tahun 2016 menunjukkan bahwa sepeda motor beroda dua tidak 
termasuk sebagai kategori angkutan kendaraan umum, dengan 
demikian Go-Ride yang menggunakan moda transportasi sepeda 
motor dalam menjalankan kegiatan pengangkutan orang bertentangan 
dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan maupun Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, namun karena 
kehadirannya memberikan dampak positif kepadsa masyarakat, maka 
kehadiran Go-Ride Go-Jek tidak dilarang hingga saat ini. 
2. Perlindungan asuransi kecelakaan terhadap pengguna jasa Go-Ride 
Go-Jek adalah sebesar Rp. 5 juta rupiah untuk korban kecelakaan dan 
Rp. 10 juta bagi korban yang meninggal dunia yang juga melibatkan 
peranan Jasa Raharja, dimana selanjutnya pengguna jasa yang 
mengalami kecelakaan, apabila telah mengajukan klaim kepada Jasa 
Raharja, maka Go-Jek hanya menanggung sebesar 20% dari jumlah 
santunan asuransi yang diberikan oleh Jasa Raharja dengan 
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1. Kepada pemerintah hendaknya memberikan penegasan kembali 
mengenai larangan dalam menggunakan sepeda motor sebagai 
moda transportasi angkutan umum dengan cara tidak melegalkan 
kehadiran Go-Ride Go-Jek agar masyarakat menyadari minimnya 
aspek keamanan dari sepeda motor itu sendiri yang seklaigus juga 
bertujuan untuk meminimalisir pemicu kecelakaan di jalan raya. 
2. Kepada masyarakat yang dalam kedudukannya sebagai konsumen, 
hendaknya menjadi konsumen yang cermat, mengetahui dan 
mengerti akan hak-haknya agar terhindar dari tindakan penyedia 
jasa yang bersifat menguntungkan diri sendiri, seperti yang dilakukan 
oleh Go-Jek yang melakukan pembatasan tanggung jawab akan 
kewajibannya dalam memberikan santunan asuransi kepada 
pengguna jasa yang mengalami kecelakaan pada saat 
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